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GLOSARIUM

ADB:

Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

ARDL:

Autoregressive Distributed Lag

BPS:
Badan Pusat Statistik

F&B:

Food and Beverages (Makanan dan Minuman)

FLFP:

Female Labor Force Participation (Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan)

IBS:

Industri Besar dan Sedang

Kemenko Perekonomian:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kemendag:
Kementerian Perdagangan

Kemen KP:

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kemenperin:
Kementerian Perindustrian

Kementan:
Kementerian Pertanian

NTM:

Non-Tariff Measures (Hambatan Non-Tar:if)

PDB:
Produk Domestik Bruto

Renstra:
Rencana Strategis
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RIPIN:

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Sl:

Survei Industri

Susenas:
Survei Sosial Ekonomi Nasional

UMK:
Usaha Mikro dan Kecil

WBES:

World Bank Enterprise Survey (Survei Perusahaan Bank Dunia)

WTO:

World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)




RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, industri makanan dan minuman (food and beverage atau F&B) memberi
sumbangan terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan mengalami
pertumbuhan secara rerata 7,78%, tertinggi dibandingkan industri non-minyak dan gas (non-
migas) lainnya. Industri ini juga menjadi satu-satunya industri non-migas yang mencatat surplus
perdagangan. Di tahun tersebut, impor oleh industri ini menurun secara rerata 0,1% per tahun,
sementara ekspornya meningkat secara rerata 0,7% per tahun.

Sektor F&B menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak di antara sektor non-migas lainnya pada
tahun 2019. Meski jumlah pekerja perempuan di perusahaan F&B berskala besar dan menengah
hanya mencapai sepertiga (36%) dari total jumlah pekerja, mereka membentuk lebih dari separuh
pekerja (56% di industri makanan dan 58% di industri minuman) di Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Barang setengah jadi sangatlah penting bagi industri F&B, dan impor barang-barang ini akan
meningkatkan produktivitas maupun ekspor. Kendati demikian, impor barang setengah jadi
masih belum menjadi kebijakan yang populer bagi kementerian-kementerian teknis yang
mengatur sektor F&B. Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mengurangi impor dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana
untuk mengurangi kebergantungan pada impor barang setengah jadi untuk sektor F&B dengan
memperkuat industri hulu.

Makalah ini menunjukkan bagaimana impor barang setengah jadi (input antara) dapat
menguntungkan UMK di sektor F&B, khususnya dalam hal output dan ketenagakerjaan. Kami
memperkirakan bahwa pada perusahaan-perusahaan F&B berskala mikro dan kecil, peningkatan
impor input antara akan meningkatkan output, nilai tambah, upah, serta margin intensif. Temuan
ini juga memperlihatkan mengapa kebijakan pengurangan impor yang ditujukan pemerintah
untuk mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia justru salah arah dan berpotensi
merugikan industri ini.

Makalah ini mengusulkan enam rekomendasi kebijakan: Pertama, Kemenperin perlu meninjau
ulang kebijakan substitusi impornya pada sektor F&B dan memberikan alasan mengapa
target pengurangan impor dapat dikaitkan dengan target pertumbuhan industri F&B. Kedua,
pemerintah perlu meninjau dampak perdagangan terhadap perusahaan manufaktur di sektor
F&B. Ketiga, pemerintah perlu memisahkan data industri minyak kelapa sawit dari data industri
F&B secara umum. Keempat, pemerintah perlu memperbaiki kualitas datanya serta memastikan
bahwa data-data tersebut tersedia dan dapat diakses secara publik. Kelima, pemerintah perlu
melakukan evaluasi yang bersifat waktu-nyata (real-time) atas kebijakan Neraca Komoditas dan
kebijakan hilirisasinya.Yang terakhir, Kemenperin perlu mengevaluasi kebijakan proteksionisnya
dengan menggunakan perangkat lain selain kebijakan perdagangan.
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SELAYANG PANDANG SEKTOR F&B DI INDONESIA

Aktivitas di dalam sektor makanan dan minuman (food and beverage atau F&B) meliputi produksi
pertanian, manufaktur F&B, dan jasa F&B, serta mencakup semua kegiatan pengolahan dalam
rantai nilai pangan yang menghubungkan produk pertanian dengan konsumen akhir. Termasuk
di dalam Industri F&B adalah industri penggilingan, produksi barang setengah jadi (barang
antara) seperti garam dan gula, serta pengolahan untuk makanan kemasan, yang semuanya
merupakan bagian krusial dalam sistem makanan yang kompleks. Jasa F&B mencakup distribusi
makanan melalui grosir, ritel, serta pelayanan hospitalitas F&B. Makalah ini akan berfokus pada
manufaktur dan jasa F&B.
Pada tahun 2019, industri
F&B merupakan industri  pada tahun 2019, industri F&B merupakan industri non-migas dengan
non-migas dengan  kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (GDP) dan mengalami
kontribusi terbesar  pertumbuhan secara rerata 7,78% per tahunnya (Kemenperin, 2020). Di kuartal
terhadap produk kedua tahun 2021, industri F&B menyumbang 6,70% terhadap PDB Indonesia,
domestik bruto (GDP) dan  atau senilai USD 18,57 miliar. Pada 2021, total ekspor F&B juga mencapai USD
mengalami pertumbuhan 16,94 miliar—tumbuh 16% dari ekspor tahun sebelumnya dan mewakili 7,25%
secara rerata 7,78% per  dari total ekspor Indonesia (Kemenperin, 2021; BPS, 2021b).
tahunnya.
Industri F&B bergantung pada pasokan barang setengah jadi yang berasal
dari produksi domestik maupun impor. Barang-barang setengah jadi tersebut
dapat berupa namun tidak terbatas pada gula, kedelai, gandum, minyak sayur, dan tepung
terigu. Di tahun 2019, impor di industri F&B mengalami penurunan secara rerata 0,1% per tahun,
sementara ekspornya meningkat secara rerata 0,7% per tahun (Kemendag, 2022).

Berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, termasuk berkurangnya
permintaan, terganggunya rantai pasok, berkurangnya kapasitas produksi, dan berkurangnya
tenaga perkerja, secara signifikan mempengaruhi industri F&B. Terlepas dari tantangan-
tantangan tersebut, sektor manufaktur F&B mengalami pertumbuhan selama masa pandemi,
bersama dengan industri logam, kimia, dan farmasi (BPS, 2021a).

Sementara itu, sektor jasa F&B berkontribusi sebesar USD 51,7 miliar terhadap PDB Indonesia
pada 2019, atau setara dengan 4,3% dari total PDB Indonesia di tahun tersebut (Oxford
Economics, 2021). Jasa F&B mencakup semua kegiatan terkait penyajian makanan di restoran
dan katering. Tidak seperti industri F&B secara umum, jasa F&B mengalami kontraksi selama
pandemi COVID-19, dan kontribusinya terhadap PDB merosot akibat penerapan kebijakan
restriksi. Selama kuartal kedua, ketiga, dan keempat tahun 2020, kontribusi jasa F&B terhadap
PDB mengalami penurunan sebesar -21,97%, -11,81%, dan -8,88%, secara berturut-turut, dari
tahun sebelumnya. Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan pada kuartal
kedua tahun 2021, kontribusi jasa F&B terhadap PDB kembali naik dengan peningkatan sebesar
25,10% dibandingkan kuartal kedua tahun 2020 (BPS, 2021c¢).

Sektor F&B di Indonesia didominasi oleh minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya.
Minyak kelapa sawit digunakan untuk membuat minyak goreng, margarin, mentega putih,
minyak samin sayur/vanaspati, lemak konfeksioneri, isian/krim, fat spread, susu minyak nabati
(filled milk), Alternatif Lemak Kakao (Cocoa Butter Alternatives) (CBE/CBS/CBR), dan pengemulsi




lainnya. Data yang digunakan oleh pemerintah dalam melaporkan pertumbuhan industri F&B
tidak memisahkan minyak kelapa sawit dari kegiatan non-minyak kelapa sawit lainnya. Dengan
kata lain, data pertumbuhan industri F&B lebih mencerminkan pasar komoditas minyak kelapa
sawit dibandingkan sektor manufaktur F&B secara keseluruhan.

Ketenagakerjaan

Sektor F&B Indonesia menyediakan peluang kewirausahaan dan lapangan kerja yang besar.
Lapangan kerja diindustrinon-migas Indonesia sebagian besar diisi oleh tenaga kerja dari sektor
F&B. Di perusahaan besar dan sedang, sektor ini mempekerjakan sekitar 17,8% dari total jumlah
tenaga kerja, sedangkan di Usaha Mikro dan Kecil (UMK), jumlahnya mencapai 36% dari total
pekerja industri non-migas UMK pada 2019. Di sektor jasa, F&B menyediakan 3,6 juta lapangan
pekerjaan baru di Indonesia antara 2015 hingga 2019. Angka ini meliputi 600.000 pekerjaan baru
di sektor grosir dan ritel dan 3 juta di sektor hospitalitas (Oxford Economics, 2021).

Tabel 1.
Persentase Lapangan Kerja di Industri Non-Migas

Makanan dan Minuman 18% 17,8% 40,7% 36,0%
Pengolahan Tembakau 5% 4,8% 9,4% 14,1%
Tekstil 10% 9,3% 4,3% 4,9%
Pakaian Jadi 12% 12,8% 11,5% 11,5%
Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki 6% 7,7% 2,1% 1,5%

Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak
Termasuk Furnitur), dan Barang Anyaman dari 4% 41% 10,9% 11,6%
Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

Kertas dan Barang dari Kertas 2% 2,4% 0,2% 0,2%
Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 1% 1,3% 1,2% 0,9%
Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi 1% 0,3% 0,0% 0,0%
Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 4% 3.7% 0,6% 0,7%
Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional 2% 1,4% 0,2% 0,3%
Karet, Barang dari Karet dan Plastik 7% 7,3% 0,5% 0,3%
Barang Galian Bukan Logam 3% 3.4% 7,3% 6,8%
Logam Dasar 2% 2,1% 0,2% 0,1%
Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 3% 2,7% 3,6% 3,0%

Komputer, Barang Elektronik dan Optik 2% 2,3% 0,0% 0,0%
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Mesin dan Perlengkapan yang Tidak Termasuk
dalam Lainnya

Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi-Trailer
Alat Angkutan Lainnya
Furnitur

Pengolahan Lainnya

Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan
Peralatan

2%

4%

2%

3%

3%

0%

Sumber: BPS

1.4%

4,0%

2,1%

2,9%

3.1%

0,5%

0.1%

0,1%

0.2%

4,2%

2,6%

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

3,9%

3,7%

0,2%

Upah di sektor F&B lebih rendah dibandingkan upah di industri non-migas
Upah di sektor F&B lainnya. Di perusahaan-perusahaan F&B berskala menengah dan besar, rata-
jauh lebih rendah rata pekerja mendapatkan upah sekitar IDR 4 juta per bulan pada 2019. Jumlah

dibandingkan upah

ini lebih rendah dibandingkan upah bulanan di industri bahan kimia, elektronik,
dan otomotif, dan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan industri tekstil (Grup

di industri non—mlgas Bank Dunia & Bappenas, 2020). Para pekerja UMK sektor F&B juga dibayar lebih
lainnya.  sedikit dibandingkan pekerja industri lainnya, dan hanya sedikit lebih tinggi

dibandingkan upah pekerja industri tembakau, farmasi, dan barang galian

bukan logam. Besaran upah ini bervariasi tergantung jumlah hari kerja. Pekerja di perusahaan-

perusahaan kecil yang bekerja setidaknya 10 hari dalam sebulan dapat menerima upah sekitar

IDR 400.000, sementara yang bekerja setidaknya 20 hari dalam sebulan dapat menerima upah

sebesar IDR 1.162.000. Mereka yang bekerja 30 hari dalam sebulan memperoleh penghasilan

sekitar IDR 1.912.000. Di bidang jasa F&B, rata-rata pekerja menerima upah bulanan sebesar

IDR 2,1 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan upah di sektor pertanian (BPS, 2022).

Para pekerja UMK sektor F&B juga dibayar lebih sedikit

dibandingkan pekerja industri lainnya, dan hanya sedikit lebih
tinggi dibandingkan upah pekerja industri tembakau, farmasi,

dan barang galian bukan logam.
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Gambar 1.
Upah Bulanan di UMK dan Industri Non-Migas (2019)
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Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2020, pekerja perempuan hanya mendominasi sekitar 37,85%
dari jumlah pekerja di perusahaan-perusahaan jasa F&B berskala menengah
dan besar. Angka ini berlaku untuk pekerja formal, sementara pada sektor
informal perbedaan antara proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki
jauh lebih menonjol.

Di perusahaan berskala besar dan sedang, perempuan membentuk sebesar
36% dari total tenaga kerja di industri makanan dan 32% di industri minuman.
Sementara itu, jumlah pekerja perempuan mencapai lebih dari separuh
pekerja di UMK—56% di industri makanan dan 58% di industri minuman. Para
pekerja perempuan di UMK F&B dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki
karena memiliki jumlah jam kerja yang lebih sedikit dan dibayar dengan upah
per jam yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Bahkan, banyak
dari mereka tidak dibayar karena mereka adalah pemilik atau saudara dekat
dari pemilik usahanya.

Para pekerja
perempuan di UMK F&B
dibayar lebih rendah
dibandingkan laki-
laki karena memiliki
jumlah jam kerja
yang lebih sedikit dan
dibayar dengan upah
per jam lebih rendah
dibandingkan pekerja
laki-laki.

Terlepas dari berbagai perubahan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia sepuluh tahun

terakhir, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja masih dapat dibilang relatif stagnan.

Terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi angkatan kerja

perempuan, termasuk tingkat pendidikan, status pernikahan, struktur rumah tangga, usia, dan
akses ke perkotaan (Monash, 2017; Cameron et al., 2019). Namun, partisipasi angkatan kerja

perempuan diprediksi

meningkat pada generasi yang lebih muda (Monash, 2017). Survei

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi
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kebijakan-kebijakan
yang menguntungkan
perusahaan F&B berskala

perempuan di daerah perkotaan telah meningkat, sementara partisipasi perempuan berusia
lebih muda di daerah perdesaan berkurang karena mereka meninggalkan pekerjaan informal
tak berbayar (Cameron et al., 2019).

Kesenjangan upah antargender juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam
partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana persentase kesenjangan upah antara pekerja
laki-laki dan perempuan adalah sebesar 34% di sektor formal dan 50% di sektor informal,
mencerminkan adanya praktik-praktik diskriminatif (Monash, 2017). Menggunakan Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Monash (2017) memperlihatkan bahwa peluang perempuan
menjadi pekerja informal di daerah perkotaan tiga kali lebih besar
dibandingkan laki-laki. Penyebabnya adalah ketika laki-laki lebih banyak
mengisi lapangan pekerjaan di daerah perkotaan, perempuan cenderung
menjadi pekerja tak dibayar saat memiliki anak yang perlu diurus. Selain

mikro dan kecil, khususnya itu, di semua industri di Indonesia, jam kerja bagi laki-laki rata-rata secara

yang memungkinkan konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase laki-laki dan
mereka meningkatkan  perempuan yang bekerja dengan jam kerja berlebih (lebih dari 48 jam per
produktivitas dan upah minggu), tercatat sebesar 31,8% dan 24,5%, secara berturut-turut.
atau memformalkan
usaha mereka, dapat
meningkatkan partisipasi
angkatan kerja perempuan

Secara umum, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan
F&B berskala mikro dan kecil, khususnya yang memungkinkan mereka
meningkatkan produktivitas dan upah atau memformalkan usaha mereka,

i ; dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia.
di Indonesia.

Pekerja Informal

Ekonomi informal merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pekerja atau unit ekonomi
yang tidak atau kurang dicakup oleh aturan formal (UNICEF, 2021). Kegiatan-kegiatan tersebut
dapat berbentuk kepemilikan tunggal dan/atau usaha milik keluarga yang tidak terdaftar di
kantor pencatatan usaha, pemerintah kota, provinsi, atau otoritas pajak (Asian Development
Bank, 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kegiatan ekonomi informal sebagai
kegiatan yang tidak terdaftar, berskala kecil, atau berstatus usaha milik pribadi dengan sedikit
atau tidak ada karyawan yang dibayar secara tetap, beroperasi di ‘tempat-tempat tak terlihat’
seperti rumah tangga, atau tidak memiliki tempat yang tetap (BPS, 2022b).

Rothenberg et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan informal di Indonesia
cenderung membayar upah yang kecil dan memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan
perusahaan-perusahaan formal, baik di perusahaan besar dan sedang maupun UMK. Ditambah
lagi, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pekerja informal
(ASEAN, 2022). Pada tahun 2021, sekitar 63,80% dari keseluruhan 51,79 juta pekerja perempuan
Indonesia bekerja secara informal, sementara dari 79,26 juta pekerja laki-laki, hanya 56,61%
yang bekerja secara informal (BPS, 2022c).

Ekonomi informal berkontribusi besar terhadap ketenagakerjaan di sektor F&B Indonesia
walaupun produktivitasnya tergolong rendah. Di tahun 2020, 79% UMK sektor makanan dan 62%
sektor minuman adalah unit usaha informal, sedangkan 76% pekerja di UMK sektor makanan




dan 68% pekerja sektor minuman merupakan pekerja informal. Di antara pekerja informal UMK
sektor F&B tersebut, mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja perempuan. Sektor informal
menyediakan peluang pekerjaan yang fleksibel bagi perempuan, terutama bagi mereka yang
ingin bekerja dekat dari rumah (Alatas & Newhouse, 2010).

Pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap industri, jasa makanan, dan transportasi telah
meningkatkan jumlah tenaga kerja informal (Kahkonen, 2021). Jasa F&B mengalami penurunan
drastis dari segi pendapatan. Banyak restoran harus tutup sementara atau memotong jam kerja
karyawannya. Walaupun sektor manufaktur F&B mengalami pertumbuhan di kala pandemi, 13%
dari total UMK di sektor F&B harus menutup sementara operasinya. Pengurangan jam kerja
memaksa banyak pekerja yang sebelumnya bekerja di sektor formal untuk beralih ke sektor
informal ketika pandemi. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan keluar dari sektor
formal. Perempuan memang merupakan pemilik sebagian besar UMK di industri F&B, tetapi
jumlah usaha milik perempuan yang terpaksa tutup (7%) mencapai dua kali lipat dibandingkan
usaha milik laki-laki (3,4%) (UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU, 2021).

Melihat pentingnya sektor F&B bagi perekonomian Indonesia khususnya karyawan
berketerampilan rendah (low-skilled), pemerintah telah mengembangkan sejumlah strategi
yang dirancang untuk mendukung sektor ini, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan
perdagangan internasional yang melindunginya dari persaingan asing. Terlepas dari fakta
tersebut, barang antara merupakan komponen yang penting bagi industri F&B, dimana impornya
dapat menunjang ekspor dan produktivitas sektor F&B.




A E E — — E E —E—————————————————————————————————————

STRATEGI-STRATEGI PEMERINTAH UNTUK
SEKTOR F&B

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah kementerian teknis yang bertanggung jawab
atas sektor F&B di Indonesia dan telah memiliki berbagai strategi jangka pendek maupun
panjang yang ditujukan untuk mengurangi impor barang antara melalui dukungannya terhadap
pengembangan industri hulu domestik.’

Strategi-strategi pemerintah untuk sektor F&B diuraikan dalam tiga dokumen Kemenperin:
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035; peta jalan (roadmap)
bernama Making Indonesia 4.0; dan Rencana Strategis (Resntra) Kemenperin 2020-2024. RIPIN
ditujukan untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor bahan baku, menambah lapangan
kerja di industri-industri yang ada, serta menetapkan sektor F&B sebagai salah satu dari 10
industri prioritas. Di tahun 2019, Making Indonesia 4.0 menetapkan sektor F&B sebagai sektor
prioritas utama dan memprediksi bahwa sektor F&B Indonesia akan menjadi powerhouse F&B di
ASEAN pada 2030. Sementara itu, Renstra memuat ambisi Kemenprin untuk mengurangi impor
terhadap bahan baku industri dan menambah lapangan kerja di sektor F&B.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
2015-20352

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 memuat tentang peran
pemerintah dalam pengembangan industri nasional dan menekankan keseriusan pemerintah
dalam mencapai target industri nasional (Kemenperin, 2016). Pelaksanaan

RIPIN memuat strategi  RiPIN dibagi dalam tiga tahap, yaitu 2015-2019, 2020-2024, dan 2025-2035.

ekspor, dan jumlah tenaga
kerja di sektor industri

kementrin dalam
meningkatkan PDB, RIPIN memuat strategi Kemenperin dalam meningkatkan PDB, ekspor, dan

jumlah tenaga kerja di sektor industri sembari mengurangi kebergantungan
pada impor barang-barang industri. RIPIN menyediakan pedoman untuk
pengambilan keputusan sektoral ditiap industri. Selain itu, RIPIN juga digunakan

sembari mengurangi oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dalam merencanakan pembangunan
kebergantungan pada industri di daerah mereka masing-masing.

impor barang-barang

Alasan di balik keinginan Kemenperin untuk meningkatkan ekspor
bersih adalah adanya kepercayaan bahwa ekonomi akan lebih baik jika

industri.

produk yang diekspor tersebut dihasilkan melalui penggunaan bahan baku domestik
daripada menggunakan bahan baku impor. Guna meningkatkan penggunaan bahan baku
domestik, Kemenperin menerapkan strategi yang menghambat masuknya pemasok

" Industri hulu berfokus pada ekstraksi bahan baku yang digunakan untuk keperluan manufaktur. Di sektor F&B, industri hulu
terlibat dalam pengolahan tahap awal komoditas-komoditas pertanian, seperti penggilingan tepung, pemerasan minyak, dan
bubuk kakao yang selanjutnya digunakan untuk membuat produk-produk yang dapat dikonsumsi.

2RIPIN menjalankan mandat Pasal 9 Undang-Undang No. 3/2014 tentang Perindustrian.




internasional ke dalam pasar domestik. Strategi ini juga menghalangi masuknya produsen hilir
baru karena mereka akan terbebani oleh harga bahan baku yang tinggi

akibat tidak adanya persaingan asing. Tujuannya adalah untuk mendorong produsen domestik
agar beralih dari impor dan menggunakan produk antara domestik atau juga dikenal dengan
kebijakan substitusi impor. Dalam pendekatan proteksionis ini, Kemenperin menargetkan
pengurangan rasio impor bahan baku industri terhadap GDP industri pengolahan non-migas dari
43,1% pada 2015 menjadi 20% pada 2035.

RIPIN juga menetapkan target terkait kualitas maupun jumlah tenaga kerja di sektor industri.
Kemenperin berencana menambah angka tenaga kerja di sektor industri dari 15,5 juta orang
pada 2015 menjadi 29,2 juta orang pada 2035 melalui pemberdayaan industri hulu domestik
serta dengan menggenjot produksinya. Target investasi pada sektor industri untuk mendukung
pencapaian tujuan-tujuan ini meningkat dari IDR 270 triliun pada 2015 menjadi IDR 4.150
triliun pada 2035. Kemenperin juga memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui edukasi dan pelatihan, terutama yang berhubungan dengan penguasaan
teknologi pangan.

Tabel 2.
Target-target kuantitatif RIPIN 2015-2035

nmmmmm

Kontribusi industri non-migas

P t 2 4,9 7.4
terhadap PDB nasional ersentase
2 Kontribusi ekspor produk_lndustrl Persentase 67.3 69.8 73,5 78.4
terhadap total ekspor nasional
3 Jumlah pekerja di sektor industri Juta Orang 15,5 18,5 21,7 29,2
4  Rasiopekerja disektor industri Persentase 14,1 15,7 17,6 22,0
terhadap jumlah total pekerja nasional
Rasio impor bahan baku sektor
5 industri terhadap PDB sektor industri Persentase 43,1 26,9 23,0 20,0

non-migas

Kemenperin telah menetapkan 10 kelompok industri prioritas yang diklasifikasikan sebagai
industri andalan, pendukung, dan hulu. Industri pangan menjadi salah satu industri andalan3.
Industri pendukung meliputi industri barang modal; bahan baku; bahan penolong; dan jasa
industri. Terakhir, yang termasuk dalam industri hulu adalah industri hulu agro; logam dasar
dan bahan galian bukan logam; serta gas, minyak, dan kimia dasar berbasis migas dan batu bara
(Kemenperin, 2016).

% Industri andalan lainnya meliputi industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
industri transportasi; industri elektronika dan telematika; dan industri pembangkit energi.
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RIPIN mengklasifikasikan
10 industri prioritas,
Making Indonesia 4.0

mengkerucutkan
fokusnya pada tujuh
industri prioritas, salah
satunya adalahsektor

Making Indonesia 4.0

dibuat berdasarkan o o i .
RIPIN 2015-2035. Ketika fokusnya pada tujuh industri prioritas, salah satunya adalahsektor F&B*. Industri-

Making Indonesia 4.0

Kemenperin memperkenalkan Making Indonesia 4.0 pada tahun 2018 sebagai peta jalan dengan
tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di
dunia pada 2030. Peta jalan ini didasarkan pada revolusi industri keempat, yang ditandai oleh
adanya terobosan-terobosan baru dalam dunia teknologi. Demi mencapai tujuan ini, Indonesia
akan berusaha meningkatkan ekspor bersihnya dengan membangun kembali sektor manufaktur.
Pelaksanaan Making Indonesia 4.0 ditargetkan akan mendorong pertumbuhan PDB sebesar 6-7%
per tahun, menciptakan 30 juta lapangan kerja, serta menambah kontribusi sektor manufaktur
hingga 25% dari PDB pada 2030 (Kemenperin, 2018).

Making Indonesia 4.0 dibuat berdasarkan RIPIN 2015-2035. Ketika RIPIN
mengklasifikasikan 10 industri prioritas, Making Indonesia 4.0 mengkerucutkan

industri tersebut dipilih karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan
ekonomi dan ekspor Indonesia di masa mendatang.

Making Indonesia 4.0 dirancang untuk membuat Indonesia menjadi powerhouse
F&B di ASEAN dan pemain terbesar kelima dalam sektor F&B dunia pada 2030.
Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan sektor hulu dan perbaikan sektor
manufaktur lewat enam cara: Peningkatan produktivitas sektor hulu agro melalui
pemanfaatan teknologi; Pemberdayaan UMK melalui pembiayaan dan dukungan
teknologi; Perbaikan efisiensi rantai pasok; Peningkatan produksi makanan
kemasan modern melalui inovasi produk; Pertumbuhan skala industri dengan
memanfaatkan besarnya permintaan domestik; dan peningkatan ekspor untuk menjadi
powerhouse produksi F&B yang unggul secara regional.

F&B.

Making Indonesia 4.0 akan diimplementasikan dalam tiga tahap. Tahap pertama (2018-2022)
dititikberatkan pada pengurangan impor produk pertanian dan bahan baku untuk sektor
manufaktur. Dalam periode ini, produk-produk yang menjadi produk ekspor utama Indonesia
adalah minyak kelapa sawit, beras, ayam, gula, kakao, pati, aneka olahan ikan, dan buah-buahan
dan sayuran olahan. Tahap kedua (2021-2025) difokuskan untuk memperluas ekspor sektor
F&B ke negara-negara ASEAN untuk produk kemasan sederhana dan medium. Dalam periode
ini, Kemenperin akan memprioritaskan komoditas-komoditas seperti minuman botol, mi instan,
teh siap minum (ready-to-drink atau RTD), dan kopi. Tahap ketiga (2026-2030) akan menyasar
persaingan pasar global dengan produk-produk modern dan kompleks seperti makanan bayi
dan suplemen makanan.

Dominasi UMK di sektor F&B Indonesia akan membuat tujuan menjadi powerhouse F&B ASEAN
sulit dicapai. UMK dan para pekerjanya rentan terhadap persaingan global, salah satunya karena
tingkat adaptasi teknologinya yang masih rendah. Selain itu, tantangan lain yang juga dihadapi
oleh UMK adalah rendahnya produktivitas karena adanya gangguan dalam rantai pasok bahan
baku.

“Industri prioritas lainnya dalam Making Indonesia 4.0 adalah industri tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, dan kimia.




Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian

2020-2024

Renstra 2020-2024 merupakan implementasi tahap 2 dari RIPIN dengan
mempertimbangkan pokok-pokok gagasan yang berkembang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Making
Indonesia 4.0 (Kemenperin, 2020). RIPIN menetapkan strategi umum untuk
Kemenperin dan mengidentifikasi 10 industri prioritas. Making Indonesia 4.0
mempersempit cakupannya menjadi tujuh industri prioritas dan memasang
target-target yang ingin dicapai oleh setiap industri dalam jangka panjang.
Renstra menetapkan target-target kuantitatif untuk setiap industri selama
periode 2020 hingga 2024, termasuk industri F&B.

Renstra menetapkan
target-target kuantitatif
untuk setiap industri
selama periode 2020
hingga 2024, termasuk
industri F&B.

Renstra 2020-2024 tidak memisahkan target-target industri makanan dari hasil laut dan

perikanan, serta menggabungkan target industri minuman dengan hasil tembakau dan bahan
penyegar. Karenanya, sulit untuk mengukur target spesifik Kemenperin untuk sektor F&B melalui

Renstra 2020-2024.

Tabel 3.
Target-target kuantitatif Renstra Kemenperin 2020-2024

Pertumbuhan PDB sektor manufaktur non-

migas. Persentase
¢ Industri makanan, hasil laut, dan

perikanan Persentase 7,22 9,44
e Industri minuman, hasil tembakau, dan

bahan penyegar Persentase 3,29 5,40
Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur
non-migas. Juta Orang 19,2 21,5
¢ Industri makanan, hasil laut, dan

perikanan Juta Orang 4,89 5,58
¢ Industri minuman, hasil tembakau, dan

bahan penyegar Juta Orang 0,83 0,92
Rasio tenaga kerja di sektor manufaktur non-
migas terhadap total tenaga kerja nasional. Persentase 15 15,5
¢ Industri makanan, hasil laut, dan

perikanan Persentase 3,80 4,03
¢ Industri minuman, hasil tembakau, dan

bahan penyegar Persentase 0,65 0,67
Nilai ekspor produk-produk manufaktur =
non-migas USD Miliar 133,1 164,9
¢ Industri makanan, hasil laut, dan

perikanan USD Miliar 32,93 42,53
¢ Industri minuman, hasil tembakau, D Mili 450

dan bahan penyegar USD Miliar 3.56 '
Rasio impor bahan baku industri terhadap
PDB sektor non—migas Persentase 37,80 37.00
¢ Industri makanan, hasil laut, dan

perikanan Persentase 3,15 3,21
¢ Industri minuman, produk tembakau,

Persentase 0,43 0,42

dan bahan penyegar

9,95

5,77

0,67

181,6

46,52

4,89

36,80

3,20

0,41
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Renstra menargetkan peningkatan pertumbuhan PDB di industri makanan, hasil laut, dan
perikanan dari 7,22% pada 2020 menjadi 9,95% pada 2024, yang juga disokong oleh peningkatan
nilai ekspor dari USD 32,93 miliar menjadi USD 46,52 miliar. Pada 2024, Renstra menargetkan
penambahan jumlah tenaga kerja di sektor-sektor ini sebanyak 1 juta orang karena meningkatnya
ekspor manufaktur dan PDB dari industri-industri tersebut. Target-target yang ditetapkan untuk
industri minuman juga serupa dengan target-target industri makanan, dan PDB juga diharapkan
akan meningkat seiring dengan kenaikan nilai ekspor dan jumlah lapangan kerja.

Meski Renstra adalah bentuk implementasi tahap kedua dari RIPIN, target-target kuantitatifnya
berbeda. Contohnya, ketika RIPIN disusun, target rasio impor bahan baku terhadap industri
non-migas adalah 26,9% pada 2020. Akan tetapi, angka ini disesuaikan dalam Renstra menjadi
37,80%. Perbedaan ini juga dapat dilihat dalam hal penurunan impor bahan baku, dimana RIPIN
menargetkan sebesar 23% pada 2025, sementara Renstra menyesuaikannya menjadi 36,80%.

Baik RIPIN, Making Indonesia 4.0, maupun Renstra 2020-2024 mengabaikan pentingnya impor
dan partisipasi yang kuat dalam rantai nilai global untuk pengembangan sektor F&B Indonesia.

Baik RIPIN, Making Indonesia 4.0, maupun Renstra 2020-2024
mengabaikan pentingnya impor dan partisipasi yang kuat dalam
rantai nilai global untuk pengembangan sektor F&B Indonesia.




PENTINGNYA PARTISIPASI KE BELAKANG
(BACKWARD PARTICIPATION) DALAM RANTAI
NILAI GLOBAL BAGI SEKTOR F&B

Menurut OECD, sekitar 70% dari perdagangan global dilakukan dalam bentuk
partisipasi rantai nilai global (global value chain atau GVC) (OECD, 2020). Daripada
membangun rantai pasok domestiknya sendiri, perusahaan lebih cenderung
bergabung dalam jejaring produksi global dimana komponen suatu produk

diproduksi di negara yang berbeda.

Keikutsertaan dalam GVC dapat digolongkan ke dalam partisipasi ke depan
(forward participation) atau partisipasi ke belakang (backward participation)
(Bank Dunia, 2020). Partisipasi ke belakang dalam GVC (juga dikenal sebagai
kandungan nilai tambah luar negeri dalam produk ekspor) adalah kandungan
produk antara impor yang digunakan dalam produksi barang setengah jadi ataupun barang jadi
domestik untuk tujuan diekspor (WTQ). Negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya
alam atau lahan untuk memproduksi hasil pertanian dapat menghasilkan produk-produk olahan
makanan melalui partisipasi ke belakang, yaitu dengan memperoleh bahan baku dari negara

lain, atau dikenal dengan istilah “mengimpor untuk mengekspor”.

Keikutsertaan dalam
GVC dapat digolongkan
kedalamsebagai
partisipasi ke depan
(forward participation)
atau partisipasi ke
belakang (backward
participation)

(Bank Dunia, 2020).

Suatu negara dapat dikatakan ikut serta dalam GVC melalui partisipasi ke depan apabila sebagian
besar produk antara domestiknya digunakan oleh negara lain untuk memproduksi barang jadi
dengan tujuan untuk ekspor kembali. Negara-negara yang terlibat dalam partisipasi ke depan
dalam rantai nilai global kemungkinan besar merupakan eksportir sumber daya alam untuk
digunakan sebagai input oleh negara-negara pengimpor (Amanta & Gupta, 2022).

Gambar 2.
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Di Indonesia, meski partisipasi ke depan maupun ke belakang dalam rantai nilai global sama-
sama mengalami penurunan, partisipasi ke depan secara konsisten lebih tinggi daripada
partisipasi ke belakang. Dengan kata lain, dibandingkan mengekspor barang jadi, Indonesia
cenderung mengekspor barang antara yang dijadikan sebagai input produksi oleh negara
pengimpor. Antara tahun 2000 hingga 2017, partisipasi ke depan dalam rantai nilai global
berkurang dari 21,5% menjadi 12,9% dari total nilai tambah produk akhir, sedangkan partisipasi
ke belakang turun dari 16,9% menjadi 10,1% (ADB, 2019).

Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC tidak lepas dari strategi pemerintah
yang mendukung industri hulu seperti pertanian dan sumber daya alam melalui kebijakan
proteksionis, yaitu substitusi impor®. Strategi ini membatasi impor barang antara, terutama
di sektor manufaktur berteknologi rendah seperti F&B, tembakau, karet, tekstil, dan kulit.
Partisipasi ke belakang yang semakin lemah berarti barang antara yang dibutuhkan untuk
memproduksi barang akhir lebih banyak diperoleh secara domestik. Ini juga berarti bahwa nilai
tambah luar negeri yang digunakan dalam produksi domestik menjadi berkurang. Antara tahun
2000 hingga 2017, nilai tambah domestik berkontribusi hingga lebih dari 90% terhadap ekspor
bruto Indonesia. Di sisi lain, nilai tambah luar negeri berkontribusi sebesar 13,2% dari ekspor
bruto sektor industri nasional pada tahun 2017 (ADB, 2019).

Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC
tidak lepas dari strategi pemerintah yang mendukung
industri hulu seperti pertanian dan sumber daya alam
melalui kebijakan proteksionis, yaitu substitusi impor.

Input Antara Industri

Partisipasi GVC dapat memfasilitasi akses perusahaan terhadap jejaring, pasokan, pengetahuan,
dan teknologi. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan manufaktur menjadi semakin menggeliat
sehingga mendukung pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, GVC dapat dikaitkan dengan
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pekerjaan yang lebih layak yang pada
akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan (Bank Dunia, 2020).

° Sebaliknya, barang jadi atau tahap produksi selanjutnya adalah bagian “hilir" dari bahan baku atau barang setengah jadi.




Ketenagakerjaan

Partisipasi ke belakang dalam rantai nilai global memungkinkan perusahaan-
perusahaan dalam suatu negara untuk mengimpor barang antara dari luar
negeri. Ketika tarif input impor lebih rendah, barang setengah jadi yang
diimpor bisa jadi lebih murah dibandingkan yang diproduksi di dalam negeri
(Kis-Katos & Sparrow, 2015).Kis-Katos dan Sparrow (2015) juga menunjukkan
bagaimana liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan partisipasi
angkatan kerja. Pengurangan tarif impor barang antara akan mengurangi
biayabarang antaradan memungkinkan perusahaan memproduksihasilyang
lebih berkualitas. Hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif
sehingga mampu menarik tenaga kerja baru sekaligus mempertahankan
pekerja yang sudah ada. Kis-Katos dan Sparrow (2015) juga menemukan
bahwa liberalisasi perdagangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap
peningkatan partisipasi angkatan kerja. Dampak ini lebih terlihat jelas pada
pekerja lulusan sekolah dasar dan umumnya pengaruhnya akan lebih besar
pada pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah?®

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pengurangan tarif impor
barang antara akan
mengurangi biaya barang
antara dan memungkinkan
perusahaan memproduksi
hasil yang lebih berkualitas.
Hal ini akan membuat
perusahaan menjadi lebih
kompetitif sehingga mampu
menarik tenaga kerja baru
sekaligus mempertahankan
pekerja yang sudah ada.

Partisipasi ke belakang dalam GVC akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
ketika manfaat terhadap akses barang impor dirasakan oleh sektor-sektor yang banyak
mempekerjakan perempuan, seperti sektor F&B.

Pengaruh pengurangan tarif terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan berbeda di
setiap sektor tergantung sebesar apa proporsi pekerja perempuan di dalam sektor tersebut.
Perusahaan juga dapat mengimpor barang modal, dimana barang tersebut dapat memudahkan
pekerjaan fisik sehingga menciptakan kesempatan yang setara (level playing field) bagi pekerja

laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu pekerjaan.

Kis-Katos et al. (2018) mengidentifikasi dampak liberalisasi perdagangan
terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan rumah tangga di Indonesia.
Mereka menyimpulkan bahwa pengurangan tarif impor barang antara
dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan jam kerja bagi pekerja
perempuan. Pengurangan tarif impor ini juga dapat menambah proporsi
perempuan yang bekerja lebih dari 30 jam per minggu, serta mengurangi
jumlah pekerja perempuan yang pekerjaan utamanya adalah mengurus rumah
tangga. Penyebabnya adalah impor barang antara memberikan pilihan lebih

Pengurangan tarif impor
barang antara dapat
meningkatkan partisipasi
angkatan kerja dan

jam kerja bagi pekerja
perempuan.

banyak bagi perempuan untuk beralih melakukan pekerjaan yang ditawarkan
oleh pasar, daripada bekerja paruh waktu dan melakukan pekerjaan rumah
tangga sebagai kegiatan utamanya.

¢ Kis-Katos dan Sparrow (2015) menemukan bahwa penurunan satu standar deviasi dalam tarif input mengurangi penurunan
partisipasi kerja sekitar 77% dari standar deviasinya. Untuk mereka yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, dampak
penurunannya adalah 72%, sedangkan untuk mereka yang telah menempuh pendidikan dasar, dampak penurunannya adalah
156% dari standar deviasinya. Untuk kategori pendidikan menengah (sekolah menengah pertama), ukuran dan signifikansi
statistiknya berkurang. Sementara itu, untuk kategori pendidikan tertinggi, hasilnya tidak signifikan secara statistik.
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Upah

Partisipasi ke belakang dalam GVC dapat meningkatkan upah selama penurunan tarif impor
produk-produk antara tersebut juga mengurangi biaya produksi. Berkurangnya biaya produksi
yang diiringi dengan peningkatan kualitas produk sebagai dampak dari adanya persaingan
asing (baik karena barang impor memiliki kualitas yang lebih baik atau karena barang domestik
meningkatkan kualitasnya demi bisa bersaing) membuat perusahaan menjadi lebih produktif dan
menguntungkan.Dengan meningkatnya produktivitas maupun profitabilitas, sangat mungkin bagi
perusahaan untuk menaikkan upah karyawannya. Perusahaan yang lebih produktif juga semakin
kompetitif di pasar global, sehingga lebih mungkin memproduksi untuk untuk tujuan ekspor.
Amity dan Davis (2009) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi akan
lebih cenderung mengekspor dan membayar upah yang lebih tinggi. Mereka juga menemukan
bahwa besaran upah sangat bervariasi tergantung jenis perusahaannya: perusahaan eksportir
membayar upah 28% lebih tinggi, perusahaan importir membayar upah 47% lebih tinggi, dan
perusahaan yang mengekspor dan mengimpor membayar upah 66% lebih tinggi.

Berkurangnya biaya produksi yang diiringi dengan peningkatan kualitas
produk sebagai dampak dari adanya persaingan asing (baik karena barang
impor memiliki kualitas yang lebih baik atau karena barang domestik
meningkatkan kualitasnya demi bisa bersaing) membuat perusahaan menjadi
lebih produktif dan menguntungkan. Dengan meningkatnya produktivitas
maupun profitabilitas, sangat mungkin bagi perusahaan untuk menaikkan upah
karyawannya.

Wage skill premium adalah perbedaan upah relatif antar pekerja produksi dan pekerja non-
produksi. Wage skill premium yang lebih besar menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi.
Amiti dan Cameron (2012) meneliti dampak liberalisasi perdagangan terhadap wage skill
premium di Indonesia. Mereka menemukan bahwa penurunan tarif impor barang antara dapat
mengurangi wage skill premium pada perusahaan yang mengimpor barang antara tersebut.
Penurunan tarif input sebesar 10% dapat mengurangi wage skill premium sebesar 4,5% pada
perusahaan importir. Pengaruh ini lebih kuat pada importir dengan persentase impor yang lebih
besar. Untuk importir yang berada di persentil ke-90, pengurangan tarif input sebesar 10% dapat
menurunkan wage skill premium hingga 8,4%.

Alasan di balik dampak negatif impor barang setengah jadi terhadap wage premium adalah
sebagai berikut: Produksi barang setengah jadi (barang antara) di Indonesia umumnya lebih
banyak membutuhkan tenaga kerja terampil dibandingkan ketika memproduksi barang jadi
yang lebih banyak membutuhkan tenaga kurang terampil (Amiti & Cameron, 2012). Karena
mempekerjakan tenaga kerja terampil dinilai mahal, akan lebih menguntungkan bagi perusahaan
untuk menempuh jalur impor. Di saat yang sama, dengan mengimpor barang setengah jadi,
perusahaan dapat lebih memprioritaskan produksi barang jadi, yang hanya membutuhkan
tenaga kerja berketerampilan rendah. Ini dapat meningkatkan permintaan atas tenaga kerja
berketerampilan rendah yang pada akhirnya menaikkan upah mereka.




Input Antara untuk Sektor F&B

Sebagian besar input antara dalam manufaktur F&B adalah produk-produk pertanian seperti biji
padi-padian, garam, gula, dan protein hewani yang membutuhkan kondisi iklim dan geografis
tertentu untuk dapat diproduksi secara kompetitif (Scoppola, 2021). Menyiasati kondisi iklim dan
geografis yang kurang mendukung akan lebih sulit dilakukan dan memakan biaya yang lebih
besar. Maka dari itu, untuk menghasilkan produk-produk F&B berkualitas tinggi dan bernilai
tambah, Indonesia perlu mengimpor input antara dari negara lain.

Amanta dan Gupta (2022) menemukan bahwa ekspor produk-produk Menggabungkan minyak

F&B Indonesia didominasi oleh minyak kelapa sawit dan produk-produk .
L o A .~ kelapa sawit dan produk

turunannya, alih-alih barang jadi hilir seperti mi instan atau biskuit.

Produksi minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya ini hanya turunannya dengan

sedikit atau bahkan tidak membutuhkan impor sama sekali. Dengan produk lain di industri ini

demikian, menggabungkan minyak kelapa sawit dan produk turunannya menyamarkan penting nya

dengan produk lain di industri ini menyamarkan pentingnya impor impor input antara dalam
input antara dalam produksi barang jadi di sektor F&B. Tanpa adanya . STIAT
npd produis! g jadi P Y2 produksi barang jadi di

pemisahan minyak kelapa sawit dari produksi F&B, pemerintah dapat
membuat asumsi yang salah bahwa impor barang antara tidaklah penting sektor F&B.
bagi produksi F&B Indonesia.

Minyak kelapa sawit sendiri merupakan input antara, yang menjelaskan kenapa produsennya
diuntungkan oleh kebijakan proteksionis. Misalnya, minyak kelapa sawit dapat digunakan dalam
produksi mi instan untuk menggoreng adonan, sehingga kehadiran tarif impor input antara
dapat mendorong perusahaan mi Indonesia untuk terus menggunakan minyak kelapa sawit
lokal. Meskipun minyak kelapa sawit Indonesia adalah bahan terbaik untuk menggoreng adonan
mi, produksi mi instan Indonesia masih tetap membutuhkan bahan-bahan lain seperti gandum,
garam, bawang putih, dan bubuk cabai, yang semuanya merupakan produk-produk impor dan
akan terdampak oleh kebijakan pengurangan impor.

Apabila minyak kelapa sawit tidak dimasukkan dalam analisis, dapat terlihat jelas bahwa
partisipasi ke belakang dalam GVC sangatlah penting bagi manufaktur F&B Indonesia.
Menggunakan data impor dan ekspor barang antara dan barang jadi di sektor F&B, Amanta
dan Gupta (2022) menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara dapat
meningkatkan pertumbuhan ekspor sebesar 0,96%. Kenaikan ini cukup signifikan di tengah
tingginya konsumsi domestik Indonesia (sebagian besar hasil peningkatan produksi akan
dikonsumsi secara domestik). Temuan ini juga selaras dengan temuan penelitian lain seperti
Pane dan Patunru (2022) yang menyatakan bahwa impor input antara dapat meningkatkan
produktivitas dan kapasitas ekspor perusahaan manufaktur Indonesia. Selain itu, akses terhadap
input antara yang lebih berkualitas dapat membantu perusahaan menjual produknya di pasar
internasional yang lebih menguntungkan dan menerapkan standar keamanan pangan yang lebih
baik, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE).

Temuan-temuan dari Amanta dan Gupta (2022) juga menunjukkan bahwa pengurangan impor
barang antara akan merugikan industri F&B. Maka dari itu, tujuan Kemenperin dipandang
kurang tepat karena pengurangan impor akan menghambat pertumbuhan dan ketenagakerjaan
industri F&B. Kemenperin percaya bahwa substitusi impor dapat membantu F&B karena datanya
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masih menggabungkan minyak kelapa sawit dengan produk-produk lain dalam industri F&B.
Jika Indonesia merasa cukup dengan bergantung pada minyak kelapa sawit dan produk-produk
turunannya atau produk pertanian hulu lainnya, substitusi impor tidak akan terlalu merugikan.
Akan tetapi, produk-produk pertanian memiliki harga yang lebih volatil dibandingkan barang-
barang jadi seperti mi dan biskuit.

Mengubah strategi untuk menyokong industri pertanian dan industri berbasis sumber daya
alam juga tidak sesuai dengan target Indonesia untuk mengembangkan industri manufakturnya.
Strategi ini juga bertentangan dengan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi ekspornya yang
lebih dari sekadar ekspor produk komoditas.




MENGHUBUNGKAN KINERJA UMK DENGAN IMPOR
INPUT ANTARA DI SEKTOR F&B’

Data Indonesia, terutama Survei Industri (Sl), menggabungkan minyak kelapa sawit serta
turunannya dengan produk lain dalam industri F&B, sehingga menyamarkan pentingnya impor
input antara bagi manufaktur F&B dan industri hilir lainnya. Oleh sebab itu, kami berfokus
pada perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil di industri F&B. Minyak kelapa sawit
dan minyak goreng adalah barang-barang yang membutuhkan modal dalam jumlah besar,
yang produksinya diuntungkan oleh ekonomi skala (economies of scale). Maka dari itu, produksi
minyak kelapa sawit dan minyak goreng lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
besar (Muhid, 2022). Berdasarkan asumsi tersebut, dengan menggunakan data perusahaan
berskala mikro dan kecil secara tidak langsung juga dapat mengeluarkan komponen kelapa
sawit dan produk turunannya dalam analisis ini. Dengan berfokus pada perusahaan-perusahaan
yang lebih kecil, kita dapat melihat dampak langsung impor input antara terhadap UMK, yang
mempekerjakan mayoritas pekerja dan wirausahawan di industri F&B. Perusahaan kecil juga
cenderung mempekerjakan lebih banyak pekerja perempuan dan informal, sebagaimana telah
dibahas di bab sebelumnya.

Melitz (2003) menunjukkan bahwa dampak perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan di
industri yang sama bisa berbeda-beda tergantung dari efisiensi dan ukuran tiap perusahaan.
Dengan adanya liberalisasi perdagangan, perusahaan yang lebih efisien akan menjadi lebih
produktif dan lebih mungkin melakukan ekspor, sedangkan perusahaan yang kurang efisien
akan terpaksa keluar dari pasar. Selain itu, dampak perubahan kebijakan perdagangan pada
perusahaan kecil akan lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar.
Kami mengestimasi dampak impor input antara terhadap industri F&B berdasarkan ukuran
perusahaan (silakan merujuk pada Lampiran untuk informasi terperinci terkait metodologi yang
digunakan).

Untuk perusahaan kecil di industri F&B, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara di
tahun berjalan akan meningkatkan output sebesar 2,73% di tahun selanjutnya. Di perusahaan
mikro, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara akan meningkatkan output sebesar
4,53% ditahun selanjutnya. Peningkatan pada nilai tambah industri F&B lebih besar dibandingkan
peningkatan output, yaitu sebesar 3,25% untuk perusahaan kecil dan 4,92% untuk perusahaan
mikro. Intuisi di balik peningkatan ini adalah input impor antara menyediakan akses terhadap
bahan yang lebih murah dan/atau berkualitas, sehingga ada lebih banyak perusahaan yang
dapat memasuki pasar dan menjadi lebih produktif.

7 Pembahasan yang lebih teknis mengenai bagian ini tersedia di Lampiran.
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Analisis data berdasarkan jumlah perusahaan dan pekerja menunjukkan bahwa peningkatan
sebesar 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata nilai tambah per perusahaan
sebesar 4,52% untuk perusahaan kecil dan 4,01% untuk perusahaan mikro di tahun selanjutnya.
Untuk nilai tambah per pekerja, peningkatannya adalah sebesar 4,5% untuk perusahaan kecil
dan 4,09% untuk perusahaan mikro®. Hasil ini memperlihatkan bahwa impor input antara dapat
membuat perusahaan menjadi lebih produktif.

Ketika menilik hubungan antara impor input antara dengan rerata upah di
1% dalam impor input perusahaan mikro dan kecil, kami menemukan bahwa peningkatan sebesar
antara meningkatkan 1% dalam impor input antara meningkatkan rerata upah sebesar 4,4%

rerata upah sebesar untuk industri kecil dan 5,07% untuk industri mikro di tahun selanjutnya.’
4'4% untuk industri Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa perubahan dalam impor
kecil dan 5,07% untuk produk antara tidak berpengaruh pada jumlah perusahaan dan pekerja
industri mikro di tahun pada perusahaan mikro dan kecil di sektor F&B. Dalam hal jumlah pekerija,
selanjutnya. pergerakan buruh pada UMK terbilang cukup dinamis, dan mudah bagi
mereka untuk beralih dari sektor formal ke sektor informal. Inilah yang
menjadi alasan mengapa perubahan dalam impor barang antara kurang
berpengaruh pada jumlah pekerja. Dalam hal jumlah perusahaan, peningkatan impor tidak
menciptakan lebih banyak perusahaan, tetapi membuat usaha-usaha yang ada dan tenaga

kerjanya lebih efisien dan produktif, sehingga upah mereka juga meningkat.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa akses terhadap input antara yang diimpor dapat
mengurangi biaya produksi, membuat perusahaan menjadi lebih produktif, serta mendorong
peningkatan profitabilitas dan upah para pekerjanya. Perusahaan yang lebih produktif juga akan
lebih kompetitif di pasar global, sehingga lebih mungkin untuk menjadi eksportir.

Pengaruhimporinput antaraterhadap UMK lebih besar dibandingkan pada perusahaan besar dan
sedang menunjukkan bahwa kemampuan UMK dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan
perdagangan sangat terbatas. Perusahaan kecil umumnya tidak mengimpor barang mereka
sendiri secara langsung dan hanya menjadi pengikut harga (price taker) di pasar domestik.
Dengan kata lain, kecil kemungkinan bagi UMK untuk mengimpor secara langsung dari pasar
internasional dengan harga yang lebih rendah. Mereka justru lebih memanfaatkan impor yang
tersedia di pasar dengan harga yang ditawarkan oleh para importir utama (Gupta, 2021; Pane
& Patunru, 2021). Agar ekonomi Indonesia tidak bergantung pada harga komoditas yang volatil
dan untuk meningkatkan nilai tambah domestik pada industri F&B, impor input antara sebaiknya
tidak dikurangi.

® Perlu dicatat bahwa angka per pekerja dan per perusahaan jauh lebih tinggi untuk industri perusahaan kecil dibandingkan nilai
tambah industri. Jumlah perusahaan pada industri perusahaan kecil lebih volatil dibandingkan jumlah perusahaan mikro (lihat
Lampiran). Terdapat kemungkinan bahwa keluar dan masuknya perusahaan-perusahaan kecil lebih volatil (antara naik menjadi
perusahaan berskala menengah atau turun menjadi perusahaan berskala mikro).

? Perlu dicatat bahwa jumlah tenaga kerja dan biayanya digabungkan dari perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Angka-angka
ini mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena banyak perusahaan mikro dan kecil tidak memiliki pekerja.




Analisis kami menemukan bahwa tidak ada dampak signifikan dari
impor input antara terhadap perusahaan besar di sektor F&B Indonesia.
Temuan ini sekaligus mendukung asumsi kami bahwa perusahaan-
perusahaan tersebut kemungkinan besar didominasi oleh perusahaan
minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya, yakni produk yang
membutuhkan sedikit barang antara dan tidak terlalu dipengaruhi oleh
perubahan kebijakan impor. Hasil analisis ini juga semakin menunjukkan
pentingnya memisahkan minyak kelapa sawit dan produk-produk
turunannya dari sektor F&B secara umum ketika mengumpulkan dan
menggunakan data untuk menjelaskan industri F&B Indonesia.

Temuan-temuan inimemilikiimplikasi bagi strategi pemerintah Indonesia
untuk mengembangkan sektor F&B dalam hal kontribusi PDB, ekspor,
ketenagakerjaan, dan upah, yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

Tidak ada dampak
signifikan dari impor

input antara terhadap
perusahaan besar di sektor
F&B Indonesia. Temuan

ini sekaligus mendukung
asumsi kami bahwa
perusahaan-perusahaan
tersebut kemungkinan
besar didominasi oleh
perusahaan minyak kelapa
sawit dan produk-produk
turunannya.
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KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SAAT INI

Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan pertumbuhan output, ekspor, dan
ketenagakerjaan sektor F&B di Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan. Yang pertama
adalah kebijakan-kebijakan yang memengaruhi proses impor, seperti hambatan non-tarif (non-
tariff measures) dan Neraca Komoditas. Yang kedua adalah kebijakan memperkuat industri hulu
dengan mengurangi impor barang antara untuk sektor manufaktur seperti yang telah dibahas
sebelumnya.

Impor produk antara dalam industri F&B bisa melibatkan lebih dari satu kementerian teknis.
Misalnya, impor garam melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) dan
Kemenperin, sementara impor gula, bawang putih, daging sapi, dan rempah-rempah lainnya
untuk penggunaan industri melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenperin.

Kuota impor setiap tahunnya ditentukan dalam pertemuan tahunan dengan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Kementerian-kementerian teknis
tidak selalu sepakat satu sama lain karena mereka mewakili kepentingan yang berbeda-beda,
serta kerap menggunakan data yang berbeda juga. Misalnya, Kemen KP berupaya membatasi
impor garam demi kepentingan para petani garam domestik, sedangkan Kemenperin ingin
menambah kuota impor garam untuk memenuhi permintaan industri. Setelah ditentukan, kuota
tahunan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sistem kuota dan pengurangan impor akan menyebabkan harga produk pangan dalam negeri
cenderung lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di pasar global (Fane & Wart, 2008). Sistem
kuota juga dapat menjadi ajang perburuan rente dan praktik korupsi. Contohnya dalam kasus
impor garam, korupsi terjadi karena sejumlah pejabat dari Kemenperin menetapkan kuota
impor lebih tinggi dari yang sesungguhnya dibutuhkan oleh industri (Dirgantara, 2022). Selain
itu, ada juga beberapa kasus korupsi impor bawang putih yang menggunakan modus penarikan
pungutan (Aryan, 2022), korupsi impor daging sapi (Patunru & Rahardja, 2015), suap impor gula
(Persada, 2020), korupsi ekspor benih lobster (Nindita, 2021), dan korupsi ekspor minyak kelapa
sawit mentah (crude palm oil) (Ni'am, 2022), yang semuanya melibatkan prosedur kuota impor
maupun ekspor.

Sistem Neraca Komoditas yang baru diperkenalkan Indonesia dipercaya dapat mengurangi
korupsi dan mempercepat proses perizinan impor. Perusahaan pengimpor dapat secara
langsung memasukkan rencana kebutuhan impor tahunannya melalui Sistem Nasional Neraca
Komoditas (SNANK), yaitu sebuah subsistem dari sistem Indonesia National Single Window
(INSW). Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus memangkas
satu tahapan dalam proses aplikasi izin impor, yaitu surat rekomendasi untuk importir dari
kementerian teknis (Gupta, Pane, & Pasaribu, 2022).




Neraca Komoditas telah meregulasi 24 komoditas, yang enam di
antaranya merupakan bahan baku untuk sektor F&B: beras, garam, gula,
daging sapi, produk-produk perikanan, dan jagung. Akan tetapi, sejumlah
hal dalam implementasinya masih diwarnai ketidakjelasan. Pertama,
sistem Neraca Komoditas sangat bergantung pada data permintaan dan

Neraca Komoditas telah
meregulasi 24 komoditas,
yang enam di antaranya
merupakan bahan baku

penawaran. Impor tidak akan dilakukan jika pasokan domestik melebihi
permintaan. Pendekatan ini sekaligus mengesampingkan dimensi harga
dan kualitas yang acap kali disebut oleh perusahaan sebagai alasan
utama importasi suatu komoditas. Kedua, data yang digunakan untuk
menghitung kuota impor sering tidak akurat, sehingga masih menjadi
polemik antar kementerian'. Ketiga, kuota impor yang disetujui oleh
pemerintah bisa jadi lebih sedikit dari yang diajukan oleh importir,
dan tidak ada penjelasan mengenai bagaimana kuota ini dihitung dan
dialokasikan kepada perusahaan.

untuk sektor F&B: beras,
garam, gula, daging sapi,
produk-produk perikanan,
dan jagung. Akan tetapi,
sejumlah hal dalam
implementasinya masih
diwarnai ketidakjelasan.

Baik RIPIN Kemenperin 2015-2035, Making Indonesia 4.0, maupun Renstra 2020-2024 bertujuan
untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor barang antara. Upaya ini dilakukan untuk
mengembangkan industri hulu berbasis sumber daya alam dengan mengadopsi teknologi
termutakhir di sektor pertanian, meningkatkan keunggulan Indonesia di pasar domestik dan
asing, serta meningkatkan ekspor produk-produk industri.

Seperti yang telah kita lihat, pengurangan impor demi melindungi industri
hulu adalah kebijakan yang merugikan sektor F&B Indonesia. Sebanyak 54,8
juta pekerja di sektor pertanian Indonesia, yang menjadi sasaran utama
untuk diuntungkan oleh kebijakan pengurangan impor input industri, hidup
di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Akan tetapi,impor tidak hanya
melindungi sektor pertanian dari produk asing, tetapi juga dapat membuat
harga pangan di Indonesia menjadi lebih mahal. Kenaikan harga pangan
dapat merugikan masyarakat kurang mampu Indonesia, termasuk para
petani. Dalam kasus pembatasan impor beras, sebagian besar masyarakat
Indonesia, termasuk petani di daerah perdesaan dan petani berpendapatan
rendah, merupakan net consumer beras. Artinya, pengeluaran mereka untuk
membeli beras lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil panennya
(Patunru & Ilman 2019). Secara umum, kebijakan pembatasan impor tidak hanya menghambat
pertumbuhan sektor F&B, tetapi juga berisiko merugikan masyarakat yang semula ingin dibantu
oleh kebijakan ini.

Secara umum, kebijakan
pembatasan impor tidak
hanya menghambat
pertumbuhan sektor

F&B, tetapi juga berisiko
merugikan masyarakat
yang semula ingin dibantu
oleh kebijakan ini.

" Dalam kasus impor jagung pada tahun 2015, terdapat perbedaan data dimana Kementan menunjukkan adanya surplus jagung
sebanyak 3 juta ton, sedangkan Kemenko Perekonomian menyatakan jagung mengalami defisit sebanyak 1,5 juta ton (Fauzi,
2016). Lagi-lagi, di tahun 2018, Kementan melaporkan surplus beras, sedangkan Kemendag mengatakan sebaliknya (Patunru &
Ilman, 2019). Masih belum jelas bagaimana Neraca Komoditas dapat memperbaiki keakuratan mekanisme pengumpulan data
komoditas-komoditas tersebut.
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Argumen lain dari pengurangan impor adalah kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi
ketidakpastian pasar global. Namun, kebergantungan pada pasar domestik juga tidak menjamin
adanya kestabilan. Misalnya saja, di bulan Januari 2014, banjir di Pulau Jawa, Sulawesi,
Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan merendam 400.000 hektar sawah dengan estimasi
kerugian mencapai IDR 1,2 triliun. Selain itu, kekeringan berkepanjangan pada 2015 dan awal
2016 memaksa para petani untuk menunda masa tanam padi hingga tiga bulan. Dua kasus
tersebut menunjukkan bahwa produksi domestic dapat terganggu karena faktor iklim dan untuk
menstabilkannya dapat dilakukan dengan adanya kemudahan akses terhadap impor.

Terdapat sejumlah kebijakan yang lebih baik untuk membantu petani daripada menggunakan
kebijakan perdagangan. Glorya dan Nugraha (2019) mengusulkan beberapa intervensi untuk
memperbaiki kesejahteraan petani, termasuk melalui pelatihan tentang cara mengakses jasa
keuangan, program-program manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
hasil pertanian, dan pertanian kontrak untuk memastikan kestabilan harga dan memperbaiki
hubungan antara petani dengan pemain lain dalam rantai pasok.

Patunru dan Respatiadi (2017) juga mengusulkan sejumlah program untuk membantu
memperbaiki kesejahteraan petani. Beberapa di antaranya adalah program bantuan tunai
bersyarat (Program Keluarga Harapan atau PKH), dan bantuan biaya kesehatan (Kartu Indonesia
Sehat atau KIS) dan pendidikan (Kartu Indonesia Pintar atau KIP). Program-program ini dianggap
lebih efektif karena secara langsung menyasar mereka yang kurang mampu membayar biaya
kesehatan dan pendidikannya. Sementara itu, program asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani
Padi atau AUTP) dapat mengurangi risiko kehilangan pendapatan akibat adanya gagal panen
(Patunru & Respatiadi, 2017).

Kebijakan perdagangan tidak efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.
Faktanya, kebijakan perdagangan justru akan mendorong tenaga kerja ke sektor pertanian
dengan upah yang lebih rendah yang pada akhirnya akan mengurangi produktivitas sektor
pertanian. Strategi yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas adalah memprioritaskan
program distribusi bibit unggul (Freddy & Gupta, 2018), memperbaiki program subsidi pupuk yang
semula kurang efisien (Kompas, 2022), mengatasi hambatan investasi pada sektor pertanian,
serta mendorong transfer pengetahuan antara investor asing dan petani lokal (Budiman & Alta,
2022).

Kebergantungan pada Karena kebijakan Kemenperin yang dititikberatkan pada industri hulu, Indonesia

minyak kelapa sawit

dan produk-produk
turunannya mempersulit
akses industri F&B
Indonesia ke pasar Eropa
yang mendiskriminasi
minyak kelapa sawit
Indonesia karena
dampak negatif yang
ditimbulkan terhadap
lingkungan.

menjadi semakin bergantung pada minyak kelapa sawit. Kebergantungan
pada minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya mempersulit akses
industri F&B Indonesia ke pasar Eropa yang mendiskriminasi minyak kelapa
sawit Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan
(Neo, 2022). Dengan kata lain, pembatasan impor untuk mendukung sektor
minyak kelapa sawit pada akhirnya mempersulit pelaku usaha F&B lainnya
untuk berekspansi ke pasar ekspor.

Amanta dan Wibisono (2021) berpendapat bahwa membatasi perdagangan
melalui hambatan-hambatan non-tarif juga merugikan masyarakat
berpendapatan rendah. Barang impor akan dibeli karena harganya lebih
murah, dan perdagangan dapat membuka akses konsumen terhadap pangan




murah tersebut. Dalam hal ini, liberalisasi perdagangan memungkinkan masyarakat kurang
mampu untuk mengurangi pengeluaran sembari mempertahankan tingkat konsumsi mereka.
Perdagangan juga dikaitkan dengan diversifikasi pasokan pangan karena berbagai jenis
makanan akan tersedia apabila kebijakan perdagangan dalam negeri bersifat terbuka (FAO,
2016). Maka dari itu, pembatasan perdagangan, baik melalui hambatan tarif maupun non-tarif,
akan membatasi akses terhadap jenis makanan yang lebih beragam dan sehat. Selain itu, apabila
Indonesia terus menerapkan hambatan perdagangan, hal tersebut akan mendorong negara lain
untuk mengambil kebijakan serupa yang pada akhirnya akan meningkatkan harga pangan.

Lemahnya partisipasi ke belakang Indonesia dalam GVC
Kebijakan ekonomi Indonesia telah menjadi lebih proteksionis setidaknya sejak 2000-an akhir
(Patunru & Rahardja, 2015; Patunru, 2018; Pane & Hill 2018). Tujuan terkini Kemenperin adalah
mengurangi impor tidak hanya untuk sektor F&B, tetapi juga sektor manufaktur secara umum
(Gupta, Gretton, & Patunru, 2022). Inilah yang menyebabkan kurang optimalnya partisipasi ke
belakang Indonesia dalam rantai nilai global.

Partisipasi ke belakang Indonesia dipicu oleh berkurangnya input asing dalam produk-produk
ekspor Indonesia, kurang optimalnya kinerja UMK, dan kecenderungan Indonesia berpartisipasi
dalam GVC sederhana (GVC yang melewati batas negara sebanyak satu kali) daripada GVC yang
bersifat kompleks (GVC yang melewati batas negara lebih dari satu kali).

Peran input asing dalam produk ekspor Indonesia (Partisipasi ke belakang GVC) mengalami
penurunan baik di industri berteknologi rendah maupun menengah-tinggi. Antara tahun
2000 hingga 2017, lebih dari 80% barang antara yang digunakan dalam produksi barang jadi
Indonesia diperoleh secara domestik (ADB, 2019). Produk antara industri berteknologi rendah
seperti F&B, karet, tekstil, dan plastik sebagian besar berasal dari sumber daya alam domestik
seiring dengan kebijakan proteksionis yang diterapkan Kemenperin. Antara tahun 2005 hingga
2015, industri minyak dan lemak mayoritas menggunakan input kelapa sawit lokal, sehingga
proporsi komponen input antara impor dalam produk ekspor Indonesia berkurang dari sekitar
12% menjadi 8%. Penurunan ini selain membatasi akses industri terhadap barang antara yang
lebih murah juga menghapus peluang industri untuk menghasilkan produk akhir yang lebih
berkualitas.

Partisipasi ke belakang dalam GVC juga rendah karena pelaku UMK—terutama di sektor
F&B—menghadapi hambatan dalam mengekspor produk-produknya (Ahmad, 2021). Meskipun
jumlah UMK di Indonesia sangat banyak, mereka hanya menyumbang 14,4% dari total ekspor
Indonesia pada 2019 (MSCO, 2020). Secara umum, produk-produk UMK juga kesulitan memenubhi
persyaratan mutu dan keamanan produk dari mitra dagang internasionalnya.

Untuk memperbaiki kualitas produknya, UMK membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan
teknologi dan sumber daya manusia. Sayangnya, UMK di Indonesia kerap mengalami kesulitan
dalam mendapatkan akses kredit dari bank. Di bulan Maret 2020, UMK hanya mampu mengakses
19,68% daritotal kredit yang ditawarkan perbankan, sementara sisanya diakses oleh perusahaan-
perusahaan berskala menengah dan besar (Ahmad, 2021). Penyebabnya adalah masih banyak
UMK yang tidak memiliki agunan sebagaimana disyaratkan oleh bank. Selain itu, banyak UMK
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tidak memiliki rencana usaha yang formal dan dokumen lainnya untuk mengajukan pinjaman
bank, sehingga mengurangi kelayakan mereka dalam memperoleh pinjaman (Ahmad, 2021).

Yang terakhir,Indonesia cenderung berpartisipasi dalam GVC sederhana, yaitu GVC yang melewati
batas negara sebanyak satu kali dibandingkan GVC yang bersifat kompleks (ADB, 2019). Ini berarti
bahwa sebagian besar nilai tambah domestik Indonesia digunakan oleh para importir luar negeri
dalam memproduksi produk jadi (partisipasi ke depan) untuk tujuan konsumsi domestik, dan
bukan untuk diekspor kembali ke negara lain. Selain itu, lebih dari separuh (58%) partisipasi ke
belakang dalam rantai nilai global adalah GVC sederhana, yang mengindikasikan bahwa impor
barang antara digunakan dalam produksi barang jadi sebagian besarnyaa digunakan untuk
konsumsi domestik, alih-alih untuk tujuan ekspor. GVC sederhana membatasi perusahaan dalam
menikmati manfaat ekspor secara optimal, seperti ekspansi pasar, diversifikasi konsumen, dan
harga yang lebih tinggi di pasar global.




KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sektor F&B memainkan peran utama dalam pertumbuhan PDB, ekspor, upah, ketenagakerjaan,
dan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Inilah mengapa industri F&B dijadikan
sektor prioritas oleh Kemenperin.Meski mayoritasinput antarauntuk sektor F&B diperoleh secara
domestik, impornya tetap menjadi penting. Akses terhadap input antara impor memungkinkan
perusahaan mendapatkan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas, sehingga mendorong
produktivitas dan ekspor.

Pengamatan kami menunjukkan bahwa meski tidak memengaruhi pertumbuhan jumlah unit
usahadantenaga kerja, impor input antara berdampak positif terhadap upah, output, nilai tambah
per perusahaan, dan nilai tambah per pekerja pada UMK. Tidak adanya pengaruh terhadap
jumlah unit usaha berarti bahwa impor tidak menciptakan perusahaan-perusahaan baru, tetapi
membuat unit usaha yang ada dan para pekerjanya di UMK lebih kompetitif dan efisien. Selain
itu, tidak adanya pengaruh terhadap ketenagakerjaan menyiratkan bahwa pergerakan buruh
di UMK terbilang cukup dinamis, dengan karyawan yang mudah beralih dari sektor formal ke
sektor informal.

Akan tetapi, kebijakan impor barang setengah jadi masih belum menjadi pilihan yang populer
bagi pemerintah Indonesia. Kemenperin sedang berupaya untuk mengurangi kebergantungan
terhadap impor barang setengah jadi di sektor F&B secara bertahap melalui kebijakan-kebijakan
yang mengurangi impor—atau dengan kata lain, melalui substitusi impor. Bukannya menyokong,
pendekatan ini kemungkinan besar justru akan merugikan industri F&B. Lebih jauh lagi,
pendekatan ini juga akan membuat Indonesia semakin bergantung pada minyak kelapa sawit
dan produk-produk turunannya, sehingga menambah kerentanan Indonesia terhadap volatilitas
harga komoditas global, serta membatasi akses industri hilir ke pasar global. Mengingat
pentingnya peranan industri F&B dalam perekonomian Indonesia, kebijakan Kemenperin yang
membatasi akses terhadap impor input antara perlu dievaluasi kembali.
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REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan substitusi impor dalam produksi pangan. Jika
ingin meningkatkan manufaktur F&B, pemerintah seyogianya menambah impor input
antara, bukan sebaliknya.

Pemerintah perlu mengkaji dampak kebijakan perdagangan terhadap manufaktur
F&B. Kami tidak melihat adanya studi yang dilakukan untuk mendukung alasan di balik
target pengurangan impor pemerintah. Pemerintah harus setidaknya memberikan
alasan mengapa target pengurangan impor dipasangkan dengan target pertumbuhan
industri F&B, karena kenyataannya kedua tujuan ini saling bertolak belakang, terutama
untuk UMK. Makalah ini memberikan temuan-temuan awal yang menunjukkan bahwa
alih-alih mendukung sektor F&B, pendekatan yang saat ini digunakan oleh pemerintah
menciptakan risiko bagi industri F&B. Kualitas data yang lebih baik dibutuhkan untuk
memberi wawasan yang lebih komprehensif.

Dalam mengumpulkan dan menyediakan datanya, pemerintah perlu memisahkan
minyak kelapa sawit serta produk turunannya dari produk lainnya di industri F&B. Data
minyak kelapa sawit yang digabungkan dengan data sektor F&B secara umum dapat
menghasilkan interpretasi yang keliru bagi pemerintah, sehingga menutupi pentingnya
impor bagi kesehatan dan pertumbuhan sektor ini.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitasnya terkait pengumpulan data dan kepakaran
dalam proses diseminasi data. Meski data-data sebelumnya memiliki kualitas yang
sangat baik, terutama basis data Survei Industri (SI) atau survei Industri Besar Sedang
(IBS), Marquez-Ramos (2020) dan temuan kami (lihat Lampiran) menunjukkan bahwa
ada masalah dalam kualitas basis data SI/IBS dan akses terhadap data-datanya (lihat
Lampiran).

Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala (real-time) atas Neraca Komoditas
dan kebijakan-kebijakan hilir domestiknya dan memastikan bahwa temuan-temuannya
dibagikan secara publik. Selain itu, membatasi perdagangan bukanlah cara terbaik untuk
membantu industri hulu.

Untuk membantu petani, pemerintah perlu menempuh kebijakan proteksionisnya melalui
kebijakan lain di luar kebijakan perdagangan. Upaya ini dapat berupa perbaikan teknologi,
peningkatan kualitas SDM, transfer teknologi, peningkatan pengumpulan data produksi,
bantuan langsung tunai, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat mendorong
produktivitas.
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LAMPIRAN

Untuk meneliti hubungan antara impor input antara Indonesia dengan kinerja ketenagakerjaan
dan upah industri F&B, data input antara industri pangan dikumpulkan dari basis data UN
COMTRADE menggunakan klasifikasi BEC Rev. 4 (Amanta & Gupta, 2022). Melimpahnya data
perdagangan dan sistem klasifikasi dapat menghasilkan tingkat analisis yang lebih terperinci.
Dengan kata lain, data perdagangan memungkinkan analis untuk memisahkan barang-barang
tertentu seperti produk-produk turunan minyak kelapa sawit dari barang mentah, input antara,
dan barang jadi. Namun, mengandalkan data perdagangan saja tidak bisa mencerminkan
keadaan secara menyeluruh, terutama di negara dengan pasar domestik yang relatif besar
seperti Indonesia. Bukti yang lebih kuat membutuhkan data industri yang lebih spesifik dan
bahkan hingga data tingkat perusahaan (Antras, 2020).

Untuk informasi terkait industri F&B, makalah ini menggunakan data yang tersedia secara gratis
dari Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyediakan data tingkat industri, beberapa di antaranya
adalah data output, nilai tambah, biaya tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan jumlah pekerja.
Informasi ini merupakan data agregat dari survei perusahaan tahunan bernama Survei Industri
dalam tingkat agregasi ISIC 2 digit (Marquez-Ramos, 2020). Dengan tingkat agregasi ini, kami
dapat mengamati industri F&B.

Yang menjadi masalah dalam agregasi ini adalah kami tidak dapat mengecualikan manufaktur
minyak kelapa sawit dari set data. Karena produk-produk turunan minyak kelapa sawit
mendominasi industri pangan dan manufaktur minyak goreng membutuhkan sedikit sekali
impor input antara, pentingnya impor input antara bagi industri pangan non-minyak kelapa sawit
menjadi tersamarkan.

Pendekatan terbaik kedua adalah mengestimasi hubungan antara impor input antara dengan
UMK. Manufaktur minyak goreng adalah industriyang membutuhkan modal dengan jumlah relatif
besar dengan margin rendah yang diuntungkan oleh skala ekonomi, sehingga hampir separuh
pangsa pasarnya didominasi oleh empat perusahaan besar (Muhid, 2022). Kami berasumsi
bahwa produksi minyak goreng memainkan peran yang dalam UMK, dan dampak impor input
antara akan cukup kuat ketika diteliti pada UMK.

Sejak Melitz (2003), para ekonom telah banyak menelitidampak heterogen perdagangan terhadap
perusahaan dan menemukan bahwa dampak perdagangan sangat bervariasi antara perusahaan
kecil yang kurang produktif dengan perusahaan besar yang lebih produktif. Perusahaan-
perusahaan kecil lebih kesulitan beradaptasi dengan volatilitas kebijakan perdagangan,
sementara perusahaan-perusahaan besar lebih mampu menghadapi restriksi perdagangan.
Gupta (2021) membuktikan hal tersebut dalam kasus Indonesia.




Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

Tabel 4.
Data agregat industri makanan dan minuman untuk perusahaan-perusahaan berskala mikro
dan kecil, dalam miliar rupiah

Total Jumlah Tenaga
Jumlah Perusahaan Kerja (dalam 1.000

(dalam 1.000 unit) orang) Kerja

mmmmmmmm

911 351 44,244 18.155 44,244 12.219 28.783 1.879

120 905 932 11.035 15.346 11.035 4.412 3.976 1.347
73 923 609 55.135 40.731 55.135 14.792 19.515 5.688
161 1.054 1.263 76.679 120.725 76.679 36.986 23.869 14.854
74 1.169 584 100.689 76.414 100.689 18.966 33.345 5.117
95 1.519 749 138.838 113.161 138.838 30.443 49.738 8.488
73 1.600 584 132.902 63.439 132.902 18.546 52.727 6.073
62 1.794 449 166.686 54.953 166.686 17.112 54.989 5.151
43 1.643 348 141.343 62.382 141.343 15.332 56.491 4.836
53 1.559 401 119.050 54.913 119.050 16.474 46.415 5.278

Sumber: BPS

Kami menggunakan estimasi Autoregressive Distributed Lag (ARDL) (Pesaran & Smith, 1995;
Pesaran, Shin, & Smith, 2001) untuk mengevaluasi dampak impor input antara terhadap
industri pangan yang diagregasi dari perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil. Kami
menggunakan total output industri, total nilaitambah industri, rerata nilai tambah per perusahaan,
rerata nilai tambah per pekerja, dan rerata upah industri sebagai variabel dependen. Variable
independennya adalah impor input antara. Semua variable ditransformasikan menjadi bentuk
log. Kami menggunakan perangkat lunak R untuk menjalankan ARDL memakai paket ARDL
(Natsiopoulos & Tzeremes, 2022a; Natsiopoulos & Tzeremes, 2022b).

Kami menjalankan ARDL untuk industri F&B yang diagregasi dari perusahaan-perusahaan
berskala menengah dan besar, kecil, dan mikro. Kami tidak menemukan adanya pengaruh yang
signifikan dalamimporinput antaraterhadap usahaberskala menengah danbesar, sesuaidengan
harapan kami karena kami berasumsi bahwa minyak kelapa sawit mendominasi perusahaan-
perusahaan besar dan sedang. Sementara itu, kami menemukan hasil yang signifikan secara
statistik dari dampak tertunda satu tahun (one-year lagged) oleh impor input antara terhadap
lima variabel dependen—peningkatan dalam impor input antara berkorelasi dengan peningkatan
output, nilai tambah, dan upah setahun kemudian. Kami merangkum hasil ini pada Tabel 5.

Total Output Total Nilai Tambah Total Biaya Tenaga

1.873

362

5.926

5.252

3.912

6.241

6.768

6.908

7.642

6.271

N



S

Tabel 5.
Koefisien ARDL untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil dan mikro
pada variabel-variabel terpilih

. Perusahaan Perusahaan

output 2,73 4,53
ketenagakerjaan -1,30 0,36
jumlah perusahaan -1,25 0,33
nilai tambah 3,25 4,92
nilai tambah per perusahaan 4,52 4,01
nilai tambah per pekerja 4,5 4,09
upah 4,4 5,07

Untuk perusahaan kecil di industri F&B, peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara
meningkatkan output sebesar 2,73% di tahun berikutnya. Peningkatan impor input antara
sebesar 1% meningkatkan output sebesar 4,53% untuk perusahaan mikro di tahun berikutnya.
Nilai tambah industri meningkat lebih banyak daripada output, yaitu sebesar 3,25% untuk
perusahaan kecil dan 4,92% untuk perusahaan mikro.

Peningkatan-peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan margin ekstensif, dimana
lebih banyak perusahaan dapat memasuki pasar untuk memproduksi produk-produk F&B, atau
oleh peningkatan margin intensif, yang artinya setiap perusahaan menjadi lebih produktif. Untuk
memeriksa dampak ini, kami menggunakan nilai tambah per perusahaan dan per pekerja. Kami
menemukan peningkatan dalam margin intensif. Peningkatan sebesar 1% dalam impor input
antara meningkatkan rerata nilai tambah per perusahaan sebesar 4,52% untuk perusahaan
kecil dan 4,01% untuk perusahaan mikro di tahun berikutnya. Untuk nilai tambah per pekerja,
peningkatannya adalah sebesar 4,50% untuk perusahaan kecil dan 4,09% untuk perusahaan
mikro'.

Yang terakhir, kami meneliti hubungan antara impor input antara dengan rerata upah perusahaan
mikro dan kecil. Kami menemukan bahwa peningkatan sebesar 1% dalam impor input antara
meningkatkan rerata upah sebesar 4,4% untuk industri kecil dan 5,07% untuk industri mikro di
tahun berikutnya'?. Akses terhadap input antara impor mengurangi biaya produksi dan membuka
akses ke input yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas
dan upah pekerjanya. Meningkatnya produktivitas juga menambah daya saing perusahaan di
pasar global, sehingga mereka memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi eksportir.

" Perlu dicatat bahwa angka per pekerja dan per perusahaan jauh lebih tinggi untuk industri perusahaan kecil dibandingkan nilai
tambah industri. Jumlah perusahaan pada industri perusahaan kecil lebih volatil dibandingkan jumlah perusahaan mikro (lihat
Tabel 4). Terdapat kemungkinan bahwa keluar dan masuknya perusahaan-perusahaan kecil lebih volatil (antara naik menjadi
perusahaan berskala menengah atau turun menjadi perusahaan berskala mikro).

12 Perlu dicatat bahwa jumlah tenaga kerja dan biayanya digabungkan dari perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Angka-angka
ini mungkin tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena banyak perusahaan mikro dan kecil tidak memiliki pekerja.




Dampak lagged dari input antara terhadap UMK dapat mencerminkan keterbatasan kemampuan
mereka dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan perdagangan. Perusahaan kecil lebih
terdampak oleh kebijakan perdagangan dibandingkan perusahaan besar (Melitz, 2003; Gupta,
2022). Dalam kasus kami, perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak mengimpor barang
antara secara langsung dan menjadi pengikut harga (price taker) di pasar domestik.

Hasil kami mendukung argumen yang dibuat oleh Amanta dan Gupta (2022) bahwa manfaat
impor input antara sebagian besar dirasakan oleh ekonomi domestik. Dampak-dampak ini
cukup signifikan, khususnya bagi para UMK di industri F&B. Temuan kami melengkapi bukti-
bukti yang ditemukan dalam literatur terdahulu terkait manfaat impor input antara bagi industri
manufaktur Indonesia (Kis-Katos & Sparrow, 2015; Kis-Katos, Pieters, & Sparrow, 2018; Pane &
Patunru, 2021; Amiti & Konings, 2007; Amiti & Davis, 2012; Gupta, 2021).

Selain itu, hasil kami mengonfirmasi pentingnya memisahkan produk-produk turunan minyak
kelapa sawit dari sektor F&B lainnya ketika menganalisis industri F&B Indonesia. Minyak kelapa
sawit adalah industri yang sangat besar yang tidak terlalu membutuhkan impor. Ditambah lagi,
industri sawit adalah industri hulu. Di bagian hilir industri F&B, impor input antara sifatnya lebih
penting, dan minyak kelapa sawit bukanlah variabel yang terpenting. Misalnya, minyak kelapa
sawit dapat digunakan dalam produksi mi instan untuk menggoreng adonannya, tetapi produksi
mi instan juga membutuhkan bahan-bahan lain seperti gandum, garam, bawang putih, dan
bubuk cabai, yang semuanya adalah produk-produk impor.

Demi mengurangi ekposur terhadap harga komoditas yang volatil dan meningkatkan nilai
tambah domestik dalam industri F&B, kita perlu menilik data industri hingga ke tingkat yang
lebih terperinci dibandingkan sekadar melihat data industri F&B secara agregat (yakni, tingkat
ISIC-2 digit). Ini perlu dilakukaan mengingat karakteristik industri (khususnya di tingkat hilir)
bisa jadi berbeda-beda.

Data

Indonesia memiliki salah satu basis data tingkat perusahaan yang berkualitas di dunia bernama
Survei Industri. Survei Industri memudahkan penelitian bidang ekonomi di industri manufaktur
Indonesia (Marquez-Ramos, 2020). Survei Industri merupakan produk dari otoritas nasional
yang berwenang melakukan pengumpulan dan diseminasi data bernama Badan Pusat Statistik
(BPS). Dalam situs webnya yang mudah diakses oleh siapa pun, BPS menyediakan informasi
agregat yang substansial mengenai industri manufaktur Indonesia. Informasi tersebut meliputi
output, nilai tambah, bayaran pekerja (upah), dan jumlah pekerja, semuanya digabungkan dalam
tingkat agregasi ISIC 2 digit, atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam istilah
bahasa Indonesia.

Tingkat agregasi ISIC 2 digit memungkinkan pemisahan industri makanan (10) dan industri
minuman (11) dari industri manufaktur lainnya, sehingga analisis dapat difokuskan pada tingkat
sub-sektoral. Sayangnya, tingkat agregasi ISIC 2 digit tidak dapat memisahkan produksi minyak
sayur dari industri makanan dan minuman secara umum, yang membutuhkan kode ISl tingkat 5
digit. Analisis industri makanan di tingkat 2 digit saja tidak cukup karena produk-produk turunan
minyak kelapa sawit, yang mendominasi industri ini, akan menyamarkan pentingnya peran input
antara bagi industri F&B secara keseluruhan.
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Sebagian besar publikasi tentang industri manufaktur Indonesia mengambil data dari Survei
Industri, yang dapat dibeli langsung dari BPS. Akan tetapi, kami tidak dapat memperoleh data
tingkat perusahaan dari BPS dengan detail yang kami butuhkan. Dengan kata lain, meski peneliti
yang pada umumnya menggunakan Survei Industri memiliki informasi tingkat perusahaan yang
memiliki tingkat disagregasi ISIC 5 digit, kami hanya diperbolehkan membeli data hingga tingkat
ISIC 2 digit, sehingga tidak bisa memisahkan industriminyak kelapa sawit.Inimenambah masalah
Survei Industri yang dilaporkan mengalami penurunan kualitas (Marquez-Ramos, 2020).

Selain diagregasi pada data tingkat industri dengan agregasi ISIC 2 digit, informasi di situs
web BPS juga membedakan agregasi berdasarkan tiga jenis ukuran perusahaan: perusahaan
berskala mikro, kecil, dan menengah dan besar (ukuran menengah dan besar digabungkan
menjadi satu kategori). Dengan demikian, kami memiliki informasi tentang output, biaya tenaga
kerja, dan nilai tambah dari industri pangan yang digabungkan dari perusahaan-perusahaan
berskala menengah dan besar serta berskala mikro dan kecil. Data industri mikro dan kecil yang
tersedia di situs web BPS adalah untuk kurun waktu 2010-2020.

Klasifikasi berdasarkan ukuran perusahaan sendiri tidak memberi kami informasi tentang
bagaimana cara memisahkan manufaktur minyak sayur dari industri makanan. Akan tetapi,
manufaktur minyak kelapa sawit adalah industri yang memerlukan modal dalam jumlah
besar dengan margin rendah, yang membutuhkan jejaring pemasok minyak kelapa sawit yang
luas dengan berbagai ukuran perkebunan kelapa sawit. Industri ini membutuhkan produksi
berskala besar, sehingga sudah sepantasnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan berskala
besar (Kemendag, t.t.; Tempo, 2022). Sementara itu, kecil kemungkinannya bagi perusahaan-
perusahaan kecil di industri F&B untuk mendominasi produksi minyak kelapa sawit. Meski ini
tidak seideal memiliki informasi perusahaan non-minyak kelapa sawit, fokus analisis pada
perusahaan berskala mikro dan kecil akan mengurangi bias yang diciptakan oleh produk-produk
turunan minyak kelapa sawit.

Di samping itu, adalah hal yang sangat penting untuk memahami bagaimana impor input antara
memengaruhi perusahaan-perusahaan berskala mikro dan kecil. Penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan perdagangan lebih memengaruhi perusahaan yang lebih kecil karena mereka
kurang memiliki kapasitas untuk menghadapi perubahan dalam kebijakan perdagangan (Gupta,
2021). Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa input antara dapat meningkatkan
kapasitas perusahaan (Pane & Patunru, 2021), yang merupakan poin krusial jika Indonesia ingin
memperbaiki kesejahteraan para UMK.

Metode

Dalam makalah ini, kami menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) (Pesaran
& Smith, 1995; Pesaran, Shin, & Smith, 2001). ARDL adalah sebuah metode yang menunjukkan
bagaimana dua atau lebih variabel deret waktu (time series) berkorelasi antara satu sama lain.
ARDL dapat digunakan pada variabel-variabel yang dinamis, seperti data perdagangan dan
industri. Dengan ARDL, kami dapat melihat apakah variabel-variabel yang digunakan memiliki
kointegrasi jangka panjang atau tidak. Metode inilah yang juga digunakan oleh Amanta dan Gupta
(2022).




Spesifikasi ARDL yang kami gunakan adalah sebagai berikut:

yt=[30+[31 yt_1+[32 intmt+[33 intm_+u,

dimana y, adalah berbagai variabel yang mengukur kinerja industri. Dengan kata lain, kami
menggunakan tujuh variabel yang berbeda untuk y, yaitu output, jumlah pekerja, jumlah
perusahaan, nilai tambah, rerata nilai tambah per perusahaan, rerata nilai tambah per pekerja,
dan upah. Sementara itu, intm adalah jumlah input antara impor sebagaimana digunakan
oleh Amanta dan Gupta (2022). Semua variabel ditransformasikan ke bentuk logaritma untuk
mengurangi heterogenitas. Penggunaan operator lag 1 (yakni, t-1) menggugurkan satu observasi
(yaitu tahun 2010).

Menggunakan impor sebagai variabel dependen dapat berimplikasi pada omitted variable bias
karena keputusan untuk mengimpor diambil berdasarkan observasi manajer atas keadaan
perusahaan, yang tidak selalu dapat diobservasi oleh peneliti (Levinsohn & Petrin, 2003). Namun,
tidak seperti perusahaan-perusahaan besar, UMK biasanya tidak mengimpor secara langsung.
Keputusan untuk mengimpor tidak ditentukan manajer perusahaan, sehingga dapat mengurangi
bias. Selain itu, kami menggunakan ARDL untuk menangkap autokorelasi yang mungkin
ditimbulkan oleh variabel-variabel di luar apa yang menjadi fokus penelitian. Spesifikasi ARDL
ini memungkinkan kami menangkap korelasi antara input impor dengan kinerja industri, dan
menunjukkan apakah korelasinya palsu (dengan kata lain, berkointegrasi secara jangka panjang).

Hasil

Hasil ARDL disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini. Tanda (-1) di samping variabel dependen dan
intm berarti bahwa variabel tersebut adalah variabel lag satu tahun. Dari tabel-tabel ini, dapat
dilihat bahwa semua lag satu tahun dari intm signifikan di bawah 10%. Input antara memainkan
peran besar dalam kinerja industri F&B berskala mikro dan kecil, dan kita dapat melihat dampak
satu tahun pasca perubahan dalam impor.

Tabel 6.1
Log Output, Usaha Kecil

I S

(Intercep) -18,48 - 29,81 0,573
output (-1) 0,34 -0,29-10,98 0,227
intm -2,84 -8,99 -3,32 0,289
intm (-1) 2,73 -0,48-5,93 0,08
Observasi 9

R? / R? disesuaikan 0,699 /0,518




Table 6.2
Log Ketenagakerjaan, Usaha Kecil

I N R

(Intersep) 19,76 -0,87 - 40,39 0,057
L(lnaker, 1) 0,16 -0,63-0,96 0,619
lintm -2,25 -7,47-2,97 0,318
L(lintm, 1) -1,30 -3,85-1,25 0,248
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,506 /0,210

Tabel 6.3

Log Jumlah Perusahaan, Usaha Kecil

(Intercept) 18.30 -3.13-39.73 0.080
L(tn, 1) 0.08 -0.76 - 0.93 0.808
lintm -2.03 -7.46 — 3.40 0.380
L(lintm, 1) -1.25 -3.89-1.38 0.275
Observations 9
R? / R? disesuaikan 0.454 /0.126

Table 6.4

Log Nilai Tambah, Usaha Kecil

(Intersep) -22,80- 30,41 0,728
L(lva, 1) 0,21 -0,56-0,98 0,518
lintm -2,77 -9,88 - 4,33 0,362
L(lintm, 1) 3,25 -0,02 - 6,51 0,051
Observasi 9

R? / R? disesuaikan 0,595/ 0,352




Tabel 6.5
Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Kecil

I N N

(Intersep) -15,82 -31,55--0,09 0,049
L(lvan, 1) 0,03 -0,36 - 0,42 0,865
lintm -0,2 -4,34 - 3,95 0,907
L(lintm, 1) 4,52 2,64 -6,39 0,002
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,901 / 0,842

Tabel 6.6

Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Kecil

I R N T

(Intersep) -17,64 -32,75--2,54
L(lvana, 1) 0,04 -0,33-0,41 0,793
lintm 0,04 -3,93 - 4,01 0,98
L(lintm, 1) 4,5 2,70 - 6,30 0,001
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,909 / 0,855

Tabel 6.7

Log Upah, Usaha Kecil

I N R

(Intersep) -19,69 -41,19-1,82 0,065
L(lw, 1) -0,05 -0,56 - 0,47 0,828
lintm 0,53 -4,75 - 5,82 0,806
L(lintm, 1) 4,4 2,06-6,73 0,005
Observasi 9

R? / R? disesuaikan 0,855/ 0,768




S

Tabel 6.8
Log Output, Usaha Mikro

I T R

(Intersep)
L(loutput, 1)
lintm
L(lintm, 1)
Observasi

R? / R? disesuaikan

Log Ketenagakerjaan, Usaha Mikro

-12,95 -37,48 - 11,57
0,26 -0,25-0,78
-0,04 -6,39 - 6,30
4,53 1,66 - 7,41

9

0,853 /0,765
Tabel 6.9

0,233

0,248

0,986

0,01

(Intersep)
L(lnaker, 1)
lintm
L(lintm, 1)
Observasi

R? / R? disesuaikan

Log Jumlah Perusahaan, Usaha Mikro

-2,04-17,99
0,90 0,43-1,37
-0,90 -2,39-0,58
0,36 -0,29-1,00
9
0,911/0,857
Tabel 6.10

0,188

0,004

0,178

0,215

I S

(Intersep)
L(lvana, 1)
lintm

L(lintm, 1)
Observasi

R? / R? disesuaikan

-4,31-8,80
0,89 0,38-1,39
-0,69 -2,54-1,16
0,33 -0,49-1,15
9
0.894/0.831

0,418

0,006

0,382

0,351




Tabel 6.11
Log Nilai Tambah, Usaha Mikro

T N N

(Intersep) -14,52 -4017-11,14 0,205
L(lva, 1) 0,26 -0,28-10,79 0,271
lintm -0,12 -7,04 - 6,79 0,965
L(lintm, 1) 4,92 1,92-791 0,008
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,836 /0,738

Tabel 6.12

Log Nilai Tambah Per Perusahaan, Usaha Mikro

(Intersep) -16,07 -35,84 - 3,69 0,091
L(lvan, 1) 0,02 -0,49 - 0,54 0,914
lintm 0,14 -5,08 - 5,36 0,947
L(lintm, 1) 4,01 1,64 -6,38 0,007
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,824 /0,718

Tabel 6.13

Log Nilai Tambah Per Pekerja, Usaha Mikro

I S

(Intersep) -17,39 -37,76 - 2,98

L(lvana, 1) 0,08 -0,44-0,59 0,722
lintm 0,29 -5,06 - 5,65 0,893
L(lintm, 1) 4,09 1,68 - 6,50 0,007
Observasi 9

R? / R? disesuaikan 0,828 /0,724




Tabel 6.14
Log Upah, Usaha Mikro

(Intersep) -23,22 -55,52 - 9,07 0,124
L(lw, 1) -0,22 -0,86 - 0,42 0,418
lintm 0,53 -7,46 — 8,52 0,871
L(lintm, 1) 5,07 1,55 - 8,59 0,014
Observasi 9
R? / R? disesuaikan 0,758 /0,613

Tabel 6.15

Hasil Uji Bound F

Usaha Mikro
Variabel

log output

log ketenagakerjaan 3,70 0,08 2,92 0,18
log jumlah perusahaan 3,49 0,10 1,77 0,51
log nilai tambah 2,95 0,18 5,42 0,01
log nilai tambah per perusahaan 16,14 0 9,23 0
log nilai tambah per pekerja 17,51 0 8,44 0
log rerata upah 10,72 0 8,92 0

Uji bound F (F-bound test) (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) digunakan untuk menguji korelasi
jangka panjang antar variabel yang digunakan dalam ARDL. Hipotesis nol untuk uji ini adalah
tidak ada korelasi, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat korelasi. Semua variabel
diuji antara variabel-variabel dalam Tabel 6.15 dan intm. Hanya log nilai tambah untuk usaha
kecil yang tidak menunjukkan korelasi dengan impor input antara. Akan tetapi, nilai tambah per
perusahaan dan nilai tambah per pekerjanya berkorelasi dengan intm secara jangka panjang.
Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan intm tidak
palsu.

Kode R untuk pengecekan dan replikasi dapat ditemukan di sini
https://github.com/imedkrisna/food.




Limitasi

Studi ini memiliki limitasi terkait data yang tersedia untuk diolah. Seperti yang telah dijelaskan di
atas, BPS tidak menyediakan agregasi yang memungkinkan pemisahan industri minyak kelapa
sawit. Selain itu, kami tidak tahu apakah set data perusahaan mikro dan kecil mereka tersedia
untuk dibeli. Tanpa adanya informasi yang terperinci ini, kami mengandalkan data yang tersedia
yang diagregasi pada tingkat sektoral (yakni, agregasi ISIC 2 digit).

Jumlah observasi juga menjadi limitasi dalam makalah ini. Data yang tersedia secara publik
dalam situs web BPS hanya ada untuk kurun waktu 2010-2020. Karena data ini bersifat tahunan,
kami hanya dapat melakukan 10 observasi. Meski dalam kasus ini lag pertama sudah cukup,
metode-metode berbasis AR, termasuk ARDL, umumnya membutuhkan set data dengan kurun
waktu yang lebih panjang. Pendeknya kurun waktu ini membatasi kami untuk menelaah lag di
tingkat yang lebih tinggi. Inilah alasan utama mengapa spesifikasi yang kami gunakan bertumpu
pada lag pertama dan dibatasi oleh jumlah perancu (confounders) yang dapat kami gunakan.

Berbagai studi telah menunjukkan pentingnya impor input antara dan partisipasi ke belakang
dalam rantai nilai global secara umum. Makalah ini mendukung temuan-temuan tersebut.
Kendati demikian, penelitian lebih lanjut di industri F&B, baik secara umum maupun spesifik
untuk perusahaan mikro dan kecil, penggunaan set data yang lebih terperinci dibutuhkan untuk
mendapatkan kesimpulan serta saran dan evaluasi kebijakan yang lebih tepat.
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